PERATURAN GUBERNUR IxALIMANTAN BARAT
NOMOR & TAHUN 2021

~TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT _'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA o
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun'-:'}f SRt b
2016 tentang Pembentukan  dan Susunan Perangkat}_-f*
Daerah Provinsi Kalimantan ‘Barat sebagazmana telalh o
diubah beberapakali dan terakmr “dengan -Peraturan = .
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provn'lsz Kahmantan Barat’ﬁ e
telah dibentuk Dinas Tanaman Pangaﬁ dan Hcmkultu:iaff T
Provinsi Kalimarntan Barat; = S - e

b. bahwa  dalam - rangka Lefistonst - daﬂ efektlv:ltas'-_'-_-.*--:._:-'_'5:“_2-:-';."';__'
pelaksanaan tugas fungsi, dan tata ke:’ga pendzdlkan dail=_" e
pelatihan - pertanian  Provinsi: Kahmantan ‘Barat, maka
Unit Pelaksana Teknis Pendzdlkan clan Pelatlhanf'g e
Pertanian Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk: oo
berdasarkan’ Peraturan Gubemur Nomor 81 Tahun 201’?
perlu dilakukan penyesuazan déan pembahan ' '

c. bahwa  berdasarkan - pernmbangan 3 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan_.__; | B
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan = = .
Gubernur Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan, =
Susunan Organisasi, Tugas dan’ P‘ungm serta Tata Kerja-i Crelmn
Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatjhan_- S
Pertanian P1ovm31 Kahmantan Barat; FH S

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndanguUrldang Dasar Negara_'_-":5'.-.__5-_": G
Republik Indonesia Tahurn 1945; e

2. Undaﬁg«-Undang Nomor = 25 Ta}‘zun 1956 ten‘temg s

Pembentukan = Daerah-Daerah Otonom - Provinsi

Kalimantan Barat, &ahma.ma.n Seiatan dan’ Kahmantan

Timur (Lembaran Negara Repubhk Indoneszla Tahun -

1956 Nomor 65, Tambahaﬂ Lembaran Negara Republlk:-_:_
Indonesia Nomor 1 106}‘ L
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia . - -~
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara T
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun - 2014-'tentang: :
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan -Lembaran o
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana = .-
telah diubah beberapa kali dan - terakhir dengan =
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta =~
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 - L
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhl{ R
Indonesia Nomor 6573); '

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem- '
Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara -~ .
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan_
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) R

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 3016 tentang'--’ e
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Inaoneaﬂa‘_-- R R
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara =
Republik Indonesia - Nomor 5887) sebagazmana telah: i
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun SEF TR
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerm’cah“_" -

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkaz i)aerah L
(Lembaran Negara Republik - Indonesia . Tahun 2019 . .
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk;j
Indonesia Nomor 6402); L

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 12 Tahun 2017'_'_"-; o
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 0
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah’ (Berlta Neg&ra- PERE
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45 1) o

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang__'fgﬁ;ﬂ' R
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi =~
Kalimantan  Barat (Lembaran - Daerah Provinsi S
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nommr 8, Tambahan'i_'s..-'_
Lembaran Daerah Provinsi Kalimaritan Barat Nomor 6) o
sebagaimana telah diubah beberapakah dan- teraldnrf:__
dengan Peraturan Daerah Nomoz 5 Tahurl 2021 tentang - e
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah’ Nomor 8§ . - 0
Tahun 2016 tentang Pembentukan  dan - Susunan'_] el
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembararr' IR St
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Provmm Kahmaﬂta,nf; B S S
Barat Nomor 5); : B

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang-_ i
Kedudukan, Susunan Olgamsasz Tugas dan Fungsr'sf-'-
serta Tata Kerja Dinas Tanaman  Pangan dan = 0
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah;: SO
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 55)
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MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS -

PERATURAN GUBERNUR NOMOR ‘83 TAHUN - 2017 =

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN - ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA < KERJA UNIT -~

PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN]:_]
PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT. :

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun ."2(}'1‘7
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pertanian - Provinsi- .

Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017
Nomor 83}, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan  daerah yang memimpin pelaksanaaﬁ urus,an“'_ e

pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kahmantan Barat
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortlkultura Provms{ _-:f 3

Kalimantan Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan daﬂ Hormkuf{mm ' |

Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Per'taiaiaﬁﬁyang __ g
selanjutnya disebut UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian adalah
unit teknis operasional yang melaksanakan kegmtan tekms tertentu"f_ S

dibidang Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendidikan  dan Pelauhan Pez tamaﬁ'_'
-ovinsi Kalimantan Barat. :

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profe&i-'f_"
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengaﬂ perjanjlaa'i" TN I

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparvatur Sipil Negara yang selaﬂjutﬁya disebut Pegawaz ASN_'.: ERR _'

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengarl per; jan_]lan'_-_; S
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawa1an dan dlserahi L
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disetahi tugas. n@gara R e

lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang»undangan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah watga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.,

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

Aparatur Pertanian adalah adalah aparatur sipil negara yang bekerja di
bidang pertanian pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Non Aparatur Pertanian adalah pelaku utama dan pelaku usaha di
bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

Pelaku Utama adalah warga negara Indonesia beserta keluarganya yang
mengelola usaha di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau koporasi
yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha
pertanian, perkebunan dan peternakan.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 6
Susunan Organisasi UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha,;

¢. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pertanian; dan

d. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Sumber Daya Non Aparatur
Pertanian.

Susunan Organisasi UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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3. Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Bagian Ketujuh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi,
Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fugas memberikan pelayanan
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan
setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagi Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan penyetaraan maupurn
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional,
dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan
Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

S. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan
dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab di Bidang Organisasi.
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6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang rneiaksanakan tugas pada UPT Pend1d1kam da;ri' S
Pelatihan Pertanian Provinsi Kalimantan DBarat tetap. melaksanakan
tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina
Kepegawaian.

Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan’- ;'
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Frovms:-r ;
Kalimantan Barat. '

Ditetapkan di Pontia’ﬁa_k
pada tanggal & gt 2001 SR
2 GUBERNUR KALIMAN’}‘AN BARA’I‘ 5? e

 SUTARMIDJL

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal & e LU

SEKRETARIS DAERAH
PROVINS! KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR © G2




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN
2017 TENTANGN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PERTANIAN PROVINS!I KALIMANTAN BARAT

KEPALA UPT
SUB BAGIAN
TATA USAHA
SEKSI SEKSI
BIMBINGAN DAN BIMBINGAN DAN .|
PENGEMBANGAN SUMBER PENGEMBANGAN SUMBER | - |
DAYA APARATUR DAYA NON APARATUR
PERTANIAN PERTANIAN |




